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BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPAT] REAHG LEBONG
NOMOR       /       TAHUH 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGCIARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI REUANG LEBONG,

Menimbang        :   a.  bahwa    untuk    tertib    administrasi    dan    terarahnya
pelaksanaan  penyusunan    kebutuhan  anggaran  dalaln
Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kelja  Perangkat
Daerah      (RKA-SKPD)      di      Lingkungan      Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2021,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33  Tahun 2020  tentang Standar Harga
Satuan Regional, maka dipandang perlu disusun Standar
Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022;

b.  bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   sebagaimana
dinaksud  pada  huruf  a  di  atas,   perlu   menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Standar   Biaya   Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022.

Mengingat           :    1.    Undang-Undang     Nomor     9     Tahun     1967     tentang
Pembentukan   Fhopinsi   Bengkulu   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun  1967  Nomor  19,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.    Undang-Undang    Nomor    28    Tahun     1999    tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari
Korupsi,    Kolusi   dan   Nepotisme   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun  1999  Nomor 75,  Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3.    Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2003    tentang
Keuangan Negal.a (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4.    Undang-Undang    Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Repubhik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  5,  Tanbahan  liembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;



5.    Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang
Pembentuhan         Peraturan         Perundang-undangan
(I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011
Nomor   82,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

6.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    sebagaimana    telah    diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun   2015   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1968  tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1967 dan
Pelaksanaan    Pemerintahan    di    Propinsi    Ben8kulu
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1968
Nomor   34,    Tambahan    Iiembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 2854) ;

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.    Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2018   tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  21   Tahun
2021  (Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

10. Peraturan   Presiden   Nomor   33   Tahun   2020   tentang
Standar   Harga   Satuan   Regional   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang     Pembentukan      Produk      Hukum      Daerah
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 2016
tentang   Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor
547);

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
1781);

14.  Peraturan  Menteri  Keuangari  Nomor  60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor
658);

15. Peraturan    Daerah    Nomor   9    Tahun    2016    tentang
Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
Kabupaten  Re].ang  I.ebong  sebagaimana  telah  diuhah
dengan    Peraturan    Daerah    Nomor    2    Tahun    2018
(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Rejang  Lebong  Tahun
2018 Nomor  133);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021  tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);

17. Peraturan    Daerah    Nomor   3    Tahun    2018    tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah   (Lembaran  Daerah
Kabupaten Rejang I,ebong Tahun 2018 Nomor 134)
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18.  Peraturan   Daerah   Nomor    11   Tahun   2021    tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :    PERATURAN       BUPATI       TENTANG       STANDAR       BIAYA
KABUPATEN REUANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

(1)    Rencana   Keria   dan   Anggaran   Satuan   Kelja   Perangkat   Daerah,   yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD  adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan  dan  belanja  SKPD  atau  dokumen  yang  memuat  rencana
pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  SKPD  yang  melaksanakan  fungsi
bendahara  umum  daerah  yang  digunakan  sebagal  dasar  penyu8unan
rancangan APBD.

(2)    Standar  Biaya  Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  Anggaran  2022  yang
selanjutnya  disebut  Standar Biaya adalah  satuan  biaya yang ditetapkan
sebagal  acuan  penghitungan  kebutuhan  anggaran  dalam  Rencana  Kelja
dan Anggaran Satuan Kelja Peran8kat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang I.ebong untuk Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

(1)    Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya
kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022.

(2)    Dalaln perencanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai :
a.   batas   tertinggi   yang   besarannya   tidak   dapat   dilanpaui   dalam

penyusunan RKA-SKPD;
b.   referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c.   bahan penchitungan pagu indikatif APBD.

(3)    Dalam pelaksanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai:
a.   batas   tertingri   yang   besarannya   tidak   dapat   dilampaui   dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b.   estimasi  merupakan  prakiraan  besaran  biaya  tertinggi  yang  dapat

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pasar.

Pasal 3

( 1)    Standar Biaya yang berfungsi  sebagai batas tertingri dalam  perencanaan
dan  pelaksanaan  APBD  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  I  dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(2)    Standar Biaya yang berfungsi  sebagal  batas tertingri dalam  perencanaan
dan  estimasi  dalam  pelaksanaan  APBD  sebagaimana  tercantum  dalaln
lanpiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

(1)    Dalam hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun catuan biaya
pada  RKA-SKPD  tidak  tercantum  dalam  Lanpiran  Peraturan  Bupati  ini,
maka  SKPD  dapat menggunakan  satuan  biaya lain yang disertal dengan
Surat  Pemyataan Tanggung Jawab  Mutlak  (SPIUM)  yang ditandatangani
oleh  Pengguna  Anggaran  (PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  dengan
melampirkandatapendukungyangdapatdipertanggungjawabkan[=r,±.-±:
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(2)    Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SFyluM) sehagainana dimaksud
pada   ayat   (1),   merupakan   bentuk   pertanggung   jawaban   Pengguna
Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atas penggunaan satuan
biaya.

(3)    Format Surat  Pemyataan Tanggung Jawab  Mutlak  (SKTJM)  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),   sebagaimana  tercantum  dalam  Lanpiran  Ill
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlalni surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  Pengundangan  Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Rejang
IJebong.
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LAMPIRAN  I    PERATURAN  BUPATI  REJANG LEBONG
NOMOR     I      TAHUN2022
TANGGAL A? 7th. 2022

STANDAR BIAYA TAI]UN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI

No uraian Satuan
Binya TA.2022'RI'\

I 2 3 4

I. Honorarium Penanggung Jawal) Peligelo]a Keuangan

i.'6'46-ooo'-,.2S6:66o,-,.45o-66o,-

I.I      Honorarium pejabat pengguna Anggaran/Kuasa t'engguila Anggaran

a         Nilaipagudanas.d Outa 08
b d        dit      loo   utasd250   uta 08
C. dana diatas 250   uta s d 500   uta 08
Jr`t dana diatas 500   uta s d I  mil  ar 08 I.660 000'-

e.         NilaI    a      danadiataslmil  arsd25mil   ar 08 I  970.000.-

I I  . i. ri .dana as 2  5  mil   ar s d 5 mil   ar 08 2 280 000,-

i    a  udana 5  mil   ar s d  10 milyar 08 2.590 000,-

hNi d 10 milyar s.d 25  mllyar 08 3 .010-000'-

I.Ni i' ''a  u` ria 25  nil   ar s.d 50' mil  ar 08 3 420.000,.

dan 50 mil   ar s d 75 mil   ar 08 3-840 000'-

kNi d         dit      75mil   ar 08 4 250.000,-

I,2        IIonorariu e'abat Pel alrsana Teknis Kegiata n (PPTK)

•
',,,,'' 08 1 -010.000.-

' .                ''                ,         I 08 1.210.000'-

.      .            .                     I                  ,      '' 08 I -410  000,-

i'      I      I       . '''" 08 1-610.000'-

.... "'" 08 1  910,000.-

•'" 08 2  210.000'-2`:';'i6.Iooo,-

i'.. tas 5  milyar s d  10 milyI 08
i'.. 08 2:5'26:6oo'-

I                       I        '    '' 08 3.320 000,-

i.. I"." 08 3.720 000,-

08 4.130.000'-

ejal)at Pembuat KomitmenI.3         Honorariu
.      ,    .          ,      '' 08 I .010.000,.

' .I. atasj"uta s.d 250 juta 08 I.210 .000,-

I.'' 08 I.410  000,-

'`. atas 500juta s d  I  milyar 08 I.610-000'-

08 1910-000,-

•... 08 2-210  000'-

I... I,                                 ,           '      '1 08 2-520.000'-2.920-000'-

.''. I 08

.I. alas 25  milyar s.d 50 mi 08 3  320 000,-

"..I 08 3-720.000'-

`''. 08 4-130.000'-

-,       ',               ,      . PK
.      .    I          ,      '' 08 400.000'-

'''' 08 480.000,.

'''' 08 570.000'-

''             ,      ,, 08 660.000,-
•atas  I  milyar s d 2.5  mi 08 770 000'-

08 880.000'-

£tas 5 milyar  s.d  10 miiatas10milyarsd25iniatas25"lyars.d50in
08 990.000,-i-1215-o-o'oo'

08
08 I.520 000,

08 I-780.000,

k        N'l                dan i   t      75mil   ar 08 2.040-000.

I.5         Honorari endal]ara Pengeluaran/ Belldahara Penerimaan
08 •,     ,,,

I ''.I 08 420.000'

''' 08 500-000'

I I, 08
-        '''--       37oooo

08 670 000,

I                                ,              '' 08 770.000'

I,, 08 860 000,

013 I-090.000.

pngu dana diatas 25 milyar s.d 50ipagudana'diatas50milyars.d75
08 -32o ooo,

Jk. yar 08 1  550,000'

al -oagu dana i-at-is 75  milvar 08 I.780 000.

I.6     Honoran endahara Pengeluaran l]emt)antu/Bendahara Penerimann Pembantu
08 I,,,

'',I 08 310. 000'

.                '              .     '' 08 370-000'

I                        .           I. 08 430 000,•-

tas  I  milyar s d 2,5  in 08 500 000

f        Nilaipa8u8.N,la,pagu 08 570,000

lyar 08 640 000,.---`-iatas  5  milyar s.d  10 mi



No. Uraian Sa'uan
Biaya TA.2022'Ro\

I 2 3 4

h        Nilal    a  udanadiatas  l0mil   arsd25mil   ar 08 810.000,-

I         Nilai    a      dana tas 25  nil   ar s d 50 ar 08 980 000,-

Nl   .             dan t      50mil   arsd75m ar 08 I   150  000  -

k        Nila i    a  udana as 75 mil  ar 08 1  330.000  -

I.7      HonoTariu in Star Penge a Keuallgan / Star Pembantu PPK / Star Pembantu  Bendahara
Pengeluaran / Star Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja
Pe   awal

a. i    a  u dana s d  loo  .uta 08 260.000 -

b.Ni i         udana diatas  loo  `utas d250  `uta 08 310.000  -

C. a  u dana as 250   uta s d 500  `uta 08 370.000 -

d, I    a      dana atas  500   uta s d  I  in ar 08 430.000,-5oo.ooo,-

e. i    a  udana alas  I  nil   ar s d 2 5 in lar 08
f.Ni i    a  udana alas 2 5 nil  ar s d 5 ar 08 570.000'-

Ni i   a      dana atas 5 mil  ar s d  ]0 mi ar 08 640,000 -

h .98rtyaraquJutdan I        10        `1               d2 ar 08 810 000 -

I atas 25  mil   ar s d 5 ar 08 980  000 -

tar 50 mil  ar s d 75 nil  ar 08 I.150.000  -

k.Ni i        u dana as 75 mil   ar 08 I.330.000,.

I.8     IIonorariu endahara/Juru Ba   arGa.i
i'5'6"66o,-a.Ni i    a      danasd  25mil   ar 08

bNi i    a  udana2 5miL   ar  s  d   50  mil   ar 08 330 000,-410000,-

cNilaj    a  udana50mll  arsd   50mil  ar 08
d.       Nilaipagudana  loo.iptryars.d.  200mi ar 08 490-000'-

eNi i' oaan' ai;ti;-Ro  200 milvar 08 570.000,-

2. I]onorariu in Pemegang Kekuasaan Tertinggi
08 15.000.000--2. I  Honoranum Pemegana Kekuasaan PenQelola Keuangan Tertinaai

3.
Hollorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Bendahara Umum Daerali dan Kuasa
8    a  l'        Urn mD    rah

31      Koordinator pengelolaan Keuangan  Daeral` 08 7.500-000  ,.

3.2     Bendchara Umum Daerah 08 5.000-000,-

3 3     KuasaBendahara umum Daerah 08 3  000 000.-

4. Ilonorarfum Pengums/Penyimpan Barang Milik I)aerali
08 400 000,-a       Tin  kat penggunaAnggaran

b.      Tinckat Kuasa l'engguna An£Earan 08 300.000.-

S. H.9.P.9.I.9.ri.P,FT. .Pengadaan  Barang/Jasa5,IllonoTariumpejaba(l'engadaan  Barang dan Jasa
08 680 000,-'5'.i  "  Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan KeLompok Kerja Unit

Per Paket
La   anon Pen   adaan (Konsti.uksi)

a. ai    a         en  adaansd200  'uta OP 680.000.-850.000'-

bN1 ai        u dana alas 200  `uta s d 500  `uta OP

cNi al   a  udana iatas 500  .uta s d  I  mi ar OP I.020.000,-

d. al   a     dana iatas  1  mil   ar s d 2 5 mil   ar OP I .270,000,-

e.Nl ai    a  udana iatas 2  5  mil   ar s Ilar OP I,520.000'-

fN dan
't       5        '1               dlo         I OP I.780.000  -

ai   a  udana iatas  lo inil   ar s d 2 ar OP 2.120.000]-

h. ai    a  udana iotas 25  mil   ar s yar OP 2.450 000,-

i. ai    a      data atas. 5tryar s. d 75alas75milyap.KerjaPemilihanPen yar OP 2  790.000 -

al        u dana OP 3130.000`-

5j     Honorarium  KeLompok daan BaTang/Jasa dan Kelompok Kerja  LJnit Per Paket
La   anan Pen   adaan  Baron    (Nob  Kons(r

a      Nilai    a   iLdanasd200.uta OP 760.000 -

b      Nilai    a      danadiatas200iutasd500   uta OP 760-000,-

c      Nilai    a  udanadiatas500`utasdlmil   ar OP 920.000 -

d      Nilai    a      danadiataslmil   arsd25mil   ar OP 1   140.000  -

e Nilai    a  u dana diatas 2 5 mil  ar s d 5 nil   ar OF, 1-370.000'-,,6oo-ooo'.

f      Nilai pasu danadiatas  5  milyar s. nil  ar OP
N'iiai         udanadiatas  lomil  arsd25mil  ar OP 1910.000

h     Nilaipasu dana diatas 25  milyar s.d  50 mllyer  . ..  . OP 2  210.000,-'2''3'2o-ooo,-2820-000'-

I ilal   .;   '  dana diatas 5o ri`il   ir`s 75 nil  ar OP

`      Nilai    a       danadiatas75mi]   ar OP

5,4     Honorari Kelompok Kerja Pemililian  Pengadann Barang/Jasa Jasa Konsul.ansi/Jasa lainnya

(Non Konstl.uksi)
a      Nilai    a  udanasd50.uta OP 450.000,.

b      Nilai         udanadiatas50   utas iuta OP 450 000 -

c      Nilaj    a  uJasaLainn  asdlooJuta OP 450.000 -

d      Nilai    a  udanadiatas  loosd250Juta OP 480`000 -

Nil   i    a      danadiatas250  `utas uta OP 600.000 -

I      Nilai    a  udanadiatas500Jutasdl  mil   ar OP 720.000,-

Nilai         u danadiatas  I  mil   ar s 5 nil   ar OP 9 I 0 000 -

11      Nilai    a  udapadiatas25mil   arsd5mil   ar OP I.090.000'-

Nilal    a  u dana diatas 5 nil  ar s d  10 nil   ar OP 1  270,000  -

Nilai    a  u dana diatas  10 nil  ar s d 25 mil   ar 01) I.510  000,-

k      Nilai             danadiatas25mil   arsd50mil   ar OP I  750 000'-

I       Nila]    a      danadiatas50mil   arsd75mil   ar OP                           1990.000

m`     Nilal pagu danadiatas 75  Milyar OP 2.230.000,



No. Uraian Satuan
Biaya TA.2022(Ro)

I 2 3 4

5 5     Honorarium peran   kat unit Ker.a pen  adaan Baran    dan Jasa (UKPRJ) Per Pake'
a.     Ke  ala 08 1..6b.o`.60.o':

b.     Sekretans / Stafpendukung 08 750.000.-

6. l]onorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dam  Sel{retariat TimA'anitia I.elaksana Kegiatan

6.I       |]onorarium  Tim/Panitia  pelak5g.nj}.Kex!S!9n....„...............

6.I.I      Yam    Diteta   hanolehBu   ati
a      Pengaral OB/OK I  500.000,-

tt      P€rianggngJaw9b OB/OK I  250 000,-

c.     Ketua OB/OK I  000 000 -

d      WakilKetua OB/OK 850 000 -
e      Sekretarls OB/OK 750.000 -

fl      Apggotall OB/OK 750 000'.
6.I.2     Yang Ditetaphan oleli sekretaris Daerah

OB/OK 750-000,.a,     Pen  arah
b      Penan     un   Jawab OB/OK 700 000,-
c      Ketua OB/OK 650.000,-

d      WakilKetua OB/OK 600.000 -

e      Sekretaris OB/OK 500.000.-50o.oo6`-

f.     An     ota OB/OK
6.I.3     Yam    Diteta   kall0leli  Ke   alasKPDfl'A

a.     P,enanggTng Jawab OB/OK 500-000,-

b.     Ketua OB/OK 450.000 -

c,     Wakil Ketua OB/OK 400 000,-
a"''"I;';rf;lif'is OB/OK 350 000 -

e      Anggota OB/OK 300 000 -

6.2     Honorarium sekretariat Tim/Panitia pelakeana Kegiatan
6.2.I      YangDitetapkan  oleLI  Bu|2ati

a      Ketua/Wakil Ketua OB/OK 500.000,-

b      An8gota OB/OK 350-000,-

6.2:i I    Y'ang Diietaphan Oleh Sekrelaris DaeraMKepali'S'k'i'-i;/-P'A
OB/OK 250.000,-a      Ketua/Wckil Ketua

6     lriggotal OB/OK
'2oo.ooo.-

7. 7.I  Honorarium Tim Aliggaran Pemel.intah  Daerah (TAPD) Kabupaten Rejang Lel)ong

3.5oo.ooo :a.     Pembina OK
b.     Pen  arali OK 3.000.000  -

c.     Ketua OK 2  500 000 -

e.     Wakil  Ketua OK 2.000 000 -

f.      Sekretaris OK I.500  000  -

8      Anggota OK I.300. 000.-

8. Honorarium Tim Penyusumn  Buletin/Majalalimengelola Website
8.I         IIonoral.ium Tim pen   usun Buletin/Ma.alah

a.     Penan     un   Jawab Oter 40o.66o -

b.     Redcktur Oter 300-000,-250000-

c.     Pen     tin       ditor Oter
d.     Desain Grafis Oter 180 000 -

e.     Foto    afer Oter 180 000 -

f.      Sekretariat Oter 150-000'-

g.     Pembu;t artik'el Halanan loo.000.-

8.2         Honorarium Tim pengelol?,vyft!site
a.     Penan     un   Jawab 08 500.000 -

b.     Redaktur 08 400.000,-

cl.       ElditoT 08 300 000,-
d.     WebAdmin 08 180 000  -

e      WebDevelo  er 08 180  000  -

f.      Pembuatartikel Halanank'alakter loo.000 -

g.     Peneriemch 150.000.-

9. Honorarium Penyelenggaran Ujian/Vakasi
9.I         Tin   hat pendidikfln Dasar

a.     Penyusuii/pembuat bchan ujian
Naskah/Pelajaran

150-000'-

b.     Pen  awasulan OH 240 000 -

c.      Pemeriksahasil ujian
Siswa/   MataUjian

5  000,-

9  2           Peii   usun/   eliribiiiat  biiihan  u.iniri  Tiiri   hal  lp'elididikali  l\/Ielien   a.Ihi

190-000,-a.     Penyusulvpembuat balian ujian
NaskallyPelajaran

b.     Pen  awasulan OH 270.000'-

c.      Pemeriksahasil  ujian
Siswa/  MatauJ,an

7.500'-

10. Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, PTamubakti Datl  Honorer/Tel.age
Kon(rak LaiT] nya

101    A'udan
a      A.udanBu  atiRean    Lebon 08 3  000-000'-

b.     Ajudan KetT.a DPRD 08 2-500-000.-'    'c    'A  udan  Wakil Bu  ati  Re`an    Lebon
08 2.500.000.-

d.     Ajudan wakil KetuaDPRD 08 'JJzjunL-
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e.     A udan sekletaris Daerah Rejang Lebong 08 2.000-000,.

f.      Audan Ketua TP PKK 08 I  900  000'-]`.76`o.boo,-

g.     Ajudan Wakil Ketua TP PKK 08
102    Sat   amdan  Pen   emudi

a      Satan 08 I.800.000'-I900.000,-1800.000,-

b      Penemudi Bu  atiAvakil Bu   atiAletua DPRDAvakil Ketua DPRD 08
c.     Pengemudi sekretaris DaerahAIetua TP PKK 08
a.     pdigemudi Ess llIvckil Ketua TP PI¢IC/ Pengemudi all Pi€'/i:;:engemudi di Rumah Dinas 08 I-500  000'-120.000'-

Bu  atiAvakil  Bu   ati
e.     Jasa Tena  a Keananan (TNM'OLRlffoL-PpmlsHUB) OK
f.     Pen  emudi AmbulanceRumah sakit 08 I.000.000'-

8.      Pen emudi Ambulance Puskesmas 08 700.000'-

103    Petu   asKcbersihanITramubakti/IlonorerITena  a Konlrak lainn   a
a      Petu  as Kebersihan /Pramubaktl 08 L700.000,-

b      Petu  as Kebersihan / Pramubakti Kecamatan 08 900.000.-600.000'-

c      Pctu   as Kebersihan / Pramubakti puskesmas 08
d      Pen      aMalamdiKecamatan 08 800.000'-

e      Pen      aMalamdipuskesmas 08 550.000,-

f      Honorerdi Bidan    Administrasi Keuan  an 08 I.500.000,-

g      HonorerLairm  a 08 I.250.000,-

h.     Tenaga Kontrck Lainnya 08 I  000.000.-

11. Honorarium Pen   uluh Non P    awai Ne  eri Si   il
Ill    SLTA 08 2-loo.000,-

112    DIDII/DllI/ Sar anaTera  an 08 2-400.000'-

Ill    Sar'ana(Sl) 08 2.600.000.-

114    Master(S2) 08 2.800 000,-

11.5    Doktor(S3) 08 3  000.000.-

12. Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator/ Pembawa Acara/Rohaniwan/Pembaca
Doa/Komandan  U   acal.anus  ektur U   acara/Pndilan Suara/lnstTuktur Senam/Panitia

121    Narasumber/Pembahas
a        Pe abat Ne  era /Profesor/S3    an  disetarakan OJ I.700.000'-,'26'o':`6'6o,-

b        Pe.abat Ese on I    an    disetarakan OJ
c        Pe'abat Ese on Ll    an    disctarakan OJ I  000.000,-900.000,-

d        Pe'abat EseIon l[]  kebawah/    an    disetaTakan OJ

122    Moderator Oran8#ali 700.000'-46'6'.ooo,-

123    Peml}awa Acara OK
12 4    Rohanivan OK 400 000,-

125    PembacaDoa OK 200.000,-

126    Komandan  u   aca ra OK 200.000.-

127    Ins   ekturu   acar OK 300-000,-

12 8    Paduali suara Kelompgk loo.000,-

12 9    Instruktur sen8m OK 200.000,-

L2  10   Panitia

a        PcnanggungJawab OK 450-000'-

b        Ketua OK 400-000,-

c        Sekretaris OK 300 000,-

d.       AnEEota OK 300 000.-

13. Honorarium Jasa Koi.su tan  lndividuuasa Tenaga Alili
131       Pendidikan sl/Setaraden  an pen   alaman profesi    an    setaraLebih Dari 5 Tahun 08 7-000.000'-

13 2      Pendidikan s2/Setaraden  an pen  alanan profcsi    angsetaraKurang Dan 5 Tahun 08 10.000.000'-

L3 3      Pendldikan s2/Setaraden  an pen  alaman profesi    an    setaraLebih Dart 5 Taliun 08 12  000-000,-

1.4      Pendidikan s3/Setaraden  an pen  alaman profesi    an    setala Kurang Dart 5 Tchun 08 14  000-000,-

13.5      Pendidikan s3/Setara dengan pe"zalaman profesi vane setara Lebih Dart 5 Tahun 08 16.000  000--

14. Honorarium Tena  a Ah FTaksi DPRD Kabu   aten Re.an    Ij€bong
141     Profesor/S3    an isetarakan 08 3.500.000'-

142    S2    all    disetarakan 08 2.500.000]-

14J    S I/D3 yang disetarakan 08 2.000.000.-

15. Satuan Uang Pembinaan/Jasamulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang
TI.ansport I)an Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL
/pOpNAs/ pE RPA NAsn>OMNAs; KEiu RNAs)

151    Uar    Pembinaan/Jasa/Bulan
a       Atlet Pe]a`ar 08 750.000,-

b      Atlet Mahasiswa 08 I -000 000,-

c.      Pelat h 08 3-000 000.-

152    Urn   Trams  ort pelaksanaanTrainin    Center(TC)
a       Atlet OH 75.000'-

b.      Pela[ h OH loo.000'-

153    Uar    TTans  ort DanJasawasit/Juri Perpertandin  an
a      Traps     rt OK loo 000,-200-000,-

b      Jasa Wasit/Jun Per Pertandln  an OK

15.4    BonusAtlet/ Pela h Ke uaraan Nasional

( POPWI L / POPNAS/PERPARPANAS/ POMT`lAS )
a      Emas OK 25-000 000,-

b      PeTak OK 15-000  000,-

c.     Perunggu OK 10.000.000'-
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ls.5 Uan    Pembinaan Juara Lomba Atlit/Gru   /Kelom   ok/Klubfl'el.oran  an

700  000,-

Orang/Atlit

a.      Juaral OK
b.     Juarall OK 500 000,-

c.      Juaralll OK 300.000'-

Grup/Kelompok/Klub

a.     Juaral OK
-,-ooo-ooo'-

b.     Juarall OK 700.000'-

c.     Juaralll OK 500 000.-

16.
Satuan Biaya Uang Sat(u A(le(. Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingka( Pelajar dan
Maliasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ I'OMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO

al.I     A'let ori 656:o6o'-

b.      Pelatih OH 850.000.-

17. Sewa Kendaraan Pelakeanaan  [nsidentil'  a.' ' ~Ro'd': 4(inpat)
Per Hari 650.000,-I.800.000,-

b.     Roda 6 (emm) Bus/Truksedrn Per Ham
c.     Roda6 (enam) BusThkBesar Per Hari 2.800 000.-

18. Satuan  Bia¥a Uang Lembur Bagi ASN dan Non ASN
Uang I.embur

deign  an i OJ 13.000.-

Golongan 11 OJ 17.000'-

Golongan Ill OJ 20-000'-

Golongan IV OJ 25  000,-

lJallg Makan  Lembur
Golongan I OH 35  000,-
G.9|9Pgan 11 OH 35-000,-

Q9l'9Pgan Ill OH 37-000.-

Golon  an IV OH 41.000,-

Satuan Bia   a Uan    Lembur Ba   i Nan ASN
Uan    Lembur OJ 20.000,-

Uang Makan Lembur OH 31  000.-

19. Satuan Bia¥a Pengadaan  Pahaian Dinas (STEL)
19.1    Pakaian Keria Dokter Oran    stel I -272.000'-

19.2    Pakaian Dinas pe  awai/Perawat Oran    stel 815 .000.-7,5.ooo.-

t9.3    Pakaianser    amMahasiswa/i Oran    stel
19.4    Pakaian Ker]a pen  emudi/petugas kebersihan dan   ramubakti Oran    stol 550.000.-

19.5    Pakaian Keria satpam Orandystel I.572  000.-



PENJELASAN LAMPIRAN I

Sesuai Amanat Peraturan  Presiden  Nomor  33 Tahun  2020  tentang  Standar  Satuan  Harga
Regional  dan  Peraturan  Menteri  Kuangan  Nomor 60/PMK.02/2021  tentang  Standar Biaya
Masukan Tahun 2022. Peraturan Bupati Rejang Lebong ini bertujuan sebagai pedoman bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk
penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  Satuan  Kelja  Perangkat  Daerah  (RKA-SKPD)  dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong.

Ketentuan lampiran I  dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang
tidak  boleh   dilampaui,   baik  dalam  perencanaan,   penganggaran   maupun   pelaksanaan
anggaran.

1.    Honorarium penanggung Jawab pengelola Keuangan :
1.1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nilai  Pagu  Honorarium  diberikan  berdasarkan  pagu  Dokumen  Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PA/KPA mengelola
lebih dari satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran,  maka nilai honorariumnya
diberikan   honorarium   yang   dimaksud   sesuai   dengan  jumlah   DPA   yang
dikelola dengan besaran yang didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada
masing-masing DPA.  Alokasi Honorarium tersebut dibebankan  pada masing-
masing DPA.

1.2 Pejabat Pelaksana Telmi8 Kegiatan
Nilai  Pagu  Honorarium  diberikan  berdasarkan  pagu  Dokumen  Pelaksanaan
Anggaran  (DPA)  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Apabila  PFTK  mengelola
lebih  dari  satu  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran,  maka  nilai  honorariumnya
diberikan   honorarium   yang   dimaksud   sesuai   dengan  jumlah   DPA   yang
dikelola dengan besaran yang didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada
masing-masing  DPA.  Alokasi  Honorarium  tersebut dibebankan  pada masing-
masing DPA.
Catatan :
Kriteria  Penunjukan  Jabatan  F`ungsional  sebagai  Pejabat  Pelaksana  Teknis
Kegiatan antara lain :
1.  Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
2.  Memenuhi jenjang jabatan fungsional minimal fungsional ahli muda ;
3.  Kegiatan/subkegiatan   yang   dilaksanakan   sesuai   dengan   tugas   dan

kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada SKPD / Unit SKPD.

1.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Nilai    Pagu    Honorarium    dihitung    berdasarkan    pagu    belanja    kegiatan
Pengadaan   barang/jasa   yang   menjadi   tanggung  jawabnya.   Apabila   PPK
memegang   lebih   dari   sa.tu   kegiatan   pengadaan   barang/jasa,   maka   nilai
honorariumnya  diberikan   berdasarkan   besaran   pagu  yang   dikelola   pada
masing-masing   kegiatan   pengadaan   barang/jasa   yang   menja.di   tanggung
jawabnya.



1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nilai  Pagu  Honorarium  dihitung  merupakan  kumulatif/total  seluruh  pagu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi tanggung jawabnya.
Catatan :
Kriteria   Penunjukan   LJabatan   Fungsional   sebagai   Pejabat   Penatausahaan
Keuangan antara lain :
1.  Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
2.  Memenuhi jenjang jabatan fungsional minimal fungsional ahli muda;
3.  Dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  dan  kedudukan  pejabat  fungsional

yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD.

1.5 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Nilai   Pagu   Honorarium   dihitung   berdasarkan   pagu   DPA   yang   menjadi
tanggung jawabnya. Apabila Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu   mengelola  lebih   dari   1   (satu)   DPA,   maka  nilai   honorariumnya
diberikan berdasarkan pagu DPA yang dikelola pada masing-masing DPA yang
menjadi  tanggung jawabnya.  Alokasi  Honorarium  tersebut  dibebankan  pada
masing-masing DPA.

1.6 Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Nilai  Pagu  Honorarium  dihitung  berdasarkan  target  pagu  penerimaan  yang
menjadi tanggung jawabnya.

1.7  Honorarium  Star  Pengelola  Keuangan   /   Star  Pembantu  PPK  /   Star
Pembantu Bendahara Pengeluaran / Star Bendahara Pengeluaran Pembantu /
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja DPA yang menjadi
tanggung  jawabnya.   Apabila   SPK   mengelola   lebih   dari   satu   DPA,   maka
honorarium dapat diberikan berdasarkan besaran pagu DPA yang dikelola dan
alokasi honorarium dibebankan pada masing-masing DPA.
Catatan :
-  Untuk pagu dana 0 - 100 juta tidak di perlukan stol pengelola kegiatan
-  Untuk  pagu  dana  loo  -500  LJuta  maksimal  staf yang  dapat  dianggarkan

berjumlah  1 orang
•  Untuk   pagu   dana   500   Juta  -   2,5   milyar   maksimal   staf  yang   dapat

dianggarkan berjumlah 2 (dua) orang
-  Untuk   pagu   dana   2,5   milyar  -   10   milyar   maksimal   star  yang   dapat

dianggarkan berjumlah 3 (tiga) orang
-  Untuk  pagu  dana  >   10   Milyar  maksimal   staf  yang  dapat  dianggarkan

berjumlah 4 (empat) orang

1.8 Honorarium Bendahara/Juru Bayar Gaji
Pemberian Honorarium Juru Bayar Gaji diberikan Honorarium Paling Banyak
12  (dua belas)  Bulan dan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Tidak
Langsung  SKPD.  Dalam  hal  jika  bendahara  gaji  telah  diberikan  tunjangan
fungsional,  maka diberikan  honorarium  sebesar  40  °/o  (empat  puluh  persen)
dari besaran honorarium yang dikelola;

Catatan:
-   Jumlah  keseluruhan  alokasi  dana  untuk  honorarium  penanggung  jawab
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pengelola  keuangan  dalam     1   (satu)  tahun  anggaran  paling  banyak  10%
(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

-   Dalam   hal   bendahara   pengeluaran   dan   bendahara   penerimaan   telah
diberikan  tunjangan  fungsional  bendahara,  maka yang bersangkutan  tidak
diberikan honorarium pengelola keuangan.

-   Jabatan    pengguna    anggaran     /kuasa    pengguna    anggaran,     pejabat
penatausahaan   keuangan   SKPD,   PFTK   dan   bendahara   penerimaan   /
bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh orang dan jabatan yang
Sama.

2.     Honorarium pemegang Kekuasaan pengelola Keuangan Tertinggi
Honorarium    Pemegang   Kekuasaan   Tertinggi    dapat    diberikan    berdasarkan
kompetensi   dan/atau   rentang   kendali   serta   pertimbangan   objektif   lainnya.
Honorarium  Pemegang  Kekuasaan  Tertinggi  diberikan  paling  banyak   12   (dua
belas) Bulan.

3.     IIonorarium  Koordinator Pengelolaan  Keunngan Daerah,  Bendahara  Umum Daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
Honorarium   Koordinator   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,   Bendahara   Umum
Daerah  dan  Kuasa  Bendahara  Umum  Daerah  diberikan  paling  banyak  12  (dua
belas) Bulan.

4.    Honorarium pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah
Honorarium   pengelola   barang   milik   daerah   diberikan   kepada   pejabat   atau
pegawai   dilingkungan   pengguna   barang   dan   kuasa   pengguna   barang  yang
melaksanakan   tugas   rutin   selaku   pengelola  barang  berdasarkan   Keputusan
Bupati/Pengguna   Barang.   Jumlah   Pejabat/    Pegawai   yang   dapat   diberikan
honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 4  (empat) orang
pada tingkat pengguna barang dan 2  (dua)  orang pada tingkat kuasa pengguna
barang.

5.    5.1 Honorarium pengadaan Barang/Jasa
Honorarium   yang   diberikan   kepada   PNS   yang   diangkat   oleh   Pengguna
Anggaran/Kuasa    Pengguna    Anggaran    untuk    melaksanakan    pemilihan
penyedia   barang/jasa  melalui   penunjukan   langsung/pengadaan   langsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadann (Konstruksi|

Honorarium diberikan kepada seseorang yang di angkat oleh PA/KPA menjadi
kelompok  kerja  pemilihan  UKPBiJ  untuk  melaksanakan  pemilihan  penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam  hal  pejabat  pengadaan  barang/jasa  dan  kelompok  kerja  pemilihan
pengadaan   barang/jasa   telah   menerima   tunjangan   pengelola   pengadaan
barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium di maksud.

5.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Uasa |UKPB`J)
Honorarium   diberikan   kepada   PNS   yang   diberi   tugas   tambahan   sebagai
perangkat    pada    UKPB`J    berdasarkan    surat    keputusan    pejabat    yang
belwenang.    Dalam   hal   UKPBJ    sudah   merupakan    struktur   _Q.rganisasi
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tersendiri dan telah di perhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  perangkat UKPBJ
tidak diberikan honorarium dimaksud.

6.    Honorarium Tim  /  panitia pelaksana  kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia
Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang  diangkat  dalam  suatu  tim
pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat
keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran.
Ketentuan  pembentukan  tim  yang  dapat  diberikan  honorarium  adalah  sebagai
berikut :

a.   Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.   Bersifat       koordinatif      untuk       tim       pemerintah       daerah       Dengan

mengikutsertakan    instansi    pemerintah    di    luar    Pemerintah    Daerah
dan/atau   antar   SKPD   yang  jumlah   keanggotaan   disesuaikan   dengan
kebutuhan.

c.   Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.   Merupakan    tugas    tambahan    atau    perangkapan    fungsi    bagi    yang

bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.   Dilakukan secara selektif, efektif , dan efisien

Honorarium Sehetariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang  diberikan  kepada  seseorang yang  diberi  tugas  melaksanakan
kegiatan   administratif  untuk   menunjang   kegiatan   tim   pelaksana   kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim
pelaksana kegiatan
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

a.  Paling  banyak   10  (sepuluh)  orang  untuk  tim  pelaksana  kegiatan  yang
ditetapkan oleh Bupati; atau

b.  Paling   banyak   7   (tujuh)   orang   untuk   tim   pelaksana   kegiatan   yang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut,  pemerintah  daerah  melakukan  evaluasi  terhadap  urgensi  dan  efektifitas
keberadaan  tim  dimaksud  untuk  dipertimbangkan  menjadi  tugas  dan  fungsi
suatu satuan kerja perangkat daerah.

7.    Honorarium Tim Anggaran pemerintah Daerah
Honorarium  yang   diberikan   Kepada  Tim  yang   dibentuk   oleh   Bupati   untuk
melaksanakan    kewenangannya.    Tim    diberikan    tugas    untuk    melakukan
perencanaan,   pengawasan,   penyusunan   dan   pengelolaan   keuangan   daerah.
Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target
dan  indikator  kinerja  kegiatan  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.   Susunan
keanggotaan   Tim    disesuaikan    dengan    kebutuhan    berdasarkan    ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaini

8.    Honorarium Tim penyusunan Buletin/Majalah/Pengelola website
Honorarium     yang     dapat     diberikan     kepada     penyusun     dan     penerbit
bulletin/majalah  yang  dibentuk  berdasarkan   surat   keputusan   pejabat  yang
berwenang.



Honorarium Tim Pengelola Website merupakan honorarium yang diberikan untuk
tim yang mengelola website atau sejenisnya (tidak termasuk media sosial)  dalam
hal   ini   website   Pemerintah   Daerah   Rejang   Lebong/Satuan   Kerja   Perangkat
Daerah/ setara berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

9.    Honorarium Tim penyelenggaran ujian/Vakasi
Honorarium  yang  diberikan  sebagai  imbalan  bagi  penyusun/pembuat  bahan
ujian,   pengawas  ujian,  penguji  atau  pemeriksa  hasil  ujian,  pada  pendidikan
tingkat   dasar,   menengah,   dan   tinggi   satuan   biaya   pengawas   ujian   sudah
termasuk uang transport.
Pemberian   honorarium   ini   diberikan   atas   kelebihan   beban   kerja   kepada
guru/dosen   dalam   penyusunan/pembuatan   bahan   ujian,    pengujian    atau
pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemberian   honorium   pemeriksa   hasil   ujian   dikecualikan   bagi   ujian   yang
diperiksa  menggunakan  mesin  pemeriksa  hasil  ujian.  Pada  tingkat  pendidikan
dasar dan  menengah,  honorarium  pemeriksa hasil ujian  tidak  diberikan  untuk
penyelenggaraan  ujian  yang  bersifat  latihan  dan  ujian  lokal  sementara  untuk
tingkat  pendidikan  tinggi,  honorarium  pemeriksa  hasil  ujian  dapat  diberikan
untuk ujian  masuk  penerimaan  mahasiswa baru,  ujian  tengah  semester,  ujian
akhir semester,  dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun
praktik.

10.   Honorarium  Ajudan,  Satpam,  Pengemudi,  Petugas  Kebersihan,  Pramubalti
Dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya
Honorarium yang diberikan hanya bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk
melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya,   berdasarkan  surat
keputusan    pejabat    yang    berwenang/kontrak    kelja.    Seperti    ajudan    dan
pengemudi  dari  pegawai  negeri,   tenaga  honorer/kontrak  sebagai  pengemudi,
pramubakti, petugas pengamanan kantor, cleaning service, penjaga pintu air, dan
honorer/ tenaga kontrak lainnya.
Catatan : untuk satpam, petugas kebersihan, dan pramubakti melalui  jasa pihak
ketiga/diborongkan  alokasi  honorarium  dapat  ditambah  paling  banyak  sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk
seragam perlengkapan.

11.   Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil
Honorarium  yang  diberikan  sebagai  pengganti  upah  kerja  kepada  non  pegawai
negeri  sipil  yang  diangkat  untuk  melakukan  penyuluhan  berdasarkan  surat
keputusan  pejabat yang berwenang.  Untuk ketentuan teknis  di  atur oleh  SKPD
terkait.

12.   Honorarium      Narasumber/Pembahas/       Moderator/       Pembawa      Acara/
Rohaniwan/Pembaca   Doa/Komandan   Upacara/[nspektur   Upacara/Paduan
Suara / Instruktur Se nan / Panitia
12.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas

Honorarium  yang  diberikan  kepada  pejabat  negara/pegawai  aparatur  sipil
negara  /anggota  POLRI  /  TNI  yang  memberikan  informasi  /  pengetahuan
dalam kegiatan seminar /  rapat/  sosialisasi / diseminasi /  bimbingan teknis
/  workshop  /  sarasehan  /  symposium /  1okakarya /  focus group discussion
/   kegiatan   sejenis  yang  dilaksanakan   secara   langsung   (offline)  .mj±u:±p_u±_L-,i_
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daring   (online)   melalui   aplikasi   secara   live   dan   bukan   rekaman/hasil
tapping,   baik   di   dalam   negeri   maupun   di   luar   negeri,   tidak   termasuk
kegiatan diklat/ pelatihan.

Catatan :
1.  Satuan  jam  yang  digunakan  dalam  pemberian  honorarium  narasumber

adalah   60   (enam  puluh)   menit  baik  dilakukan  secara  panel   maupun
individual

2.  Honorarium narasumber dapat diberikan  sepanjang berasal dari luar unit
kementerian       negara/ lembaga       penyelenggara,        termasuk       untuk
penyelenggaraan     kegiatan     yang     dananya     bersumber     dari     dana
dekosentrasi/tugas      pembantuan,      honorarium      narasumber      dapat
dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar DPA penyelenggara.

12.2 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara /  anggota
POLRI    /    TNI    yang    ditunjuk    oleh    pejabat    yang    berwenang    untuk
melaksanakan  tugas  sebagai  moderator  pada  kegiatan  seminar  /  rapat
sosialisasi   /   diseminasi   /   bimbingan  teknis   /   workshop   /   sarasehan
symposium  /  lokakarya  /  focus  group  discussion  /  kegiatan  sejenis  yang
dilaksanakan   secara   langsung   (offline)   maupun   daring   (online)   melalui
aplikasi secara live dan bukan rekaman  /  hasil tapping baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat /   pelatihan.
Catatan :
Honorarium  narasumber  dapat  diberikan  sepanjang  berasal  dari  luar  unit
ke mente rian        negara / lembaga        penyelenggara ,        temasuk        untuk
penyelenggaraan      kegiatan     yang     dananya      bersumber      dari      dana
dekosentrasi/ tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan
sepanjang sumber pendanaannya dari luar DPA penyelenggara.

12.3 Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara /  anggota
POLRI    /    TNI    yang    ditunjuk    oleh    pejabat    yang    berwenang    untuk
melaksanakan  tugas  sebagai  moderator  pada  kegiatan  seminar  /  rapat
sosialisasi   /   diseminasi   /   bimbingan  teknis   /   workshop   /   sarasehan
symposium  /  lokakarya  /  focus  group  discussion  /  kegiatan  sejenis  yang
dilaksanakan   secara   langsung   (Offline)   maupun   daring   (online)   melalui
aplikasi  secara  live  dan  bukan  rekaman  /   hasil  tapping  dengan  peserta
kegiatan       minimal       40       orang      sepanjang      dihadiri      oleh      lintas
dinas/ instansi/ 1embaga lainnya atau masyarakat.

12.4 Rohaniwan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat
yang  berwenang  sebagai  rohaniwan  dalam  pengambilan  sumpah  jabatan.
Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan
baik  yang  dilaksanakan  secara  langsung  (offiine)  maupun  daring  (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

12.5 Pembaca Doa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat
yang berwenang sebagai pembaca doa. Honorarium tersebut dapat diberikan
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sepanjang   merupakan   tugas   tambahan   baik  yang   dilaksanakan   secara
langsung  (ofriine)  maupun  daring  (online)  melalui  aplikasi  secara  live  dan
bukan  rekaman/hasil  tapping  dengan  peserta  kegiatan  minimal  40  orang
sepanjang    dihadiri     oleh     lintas     dinas/instansi/1embaga     lainya     atau
masyarakat.

12.6 Komandan Upacara/ In8pektur Upacara
Honorarium  yang  diberikan  kepada  pejabat  negara/setara yang  memimpin
kegiatan upacara dalam hari-hari penting nasional.

12.7 Paduan Suara
Honorarium  yang  diberikan  kepada  grup/kelompok  paduan  suara  dalam
kegiatan upacara hari-hari besar Nasional yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang.

12.8 Instruktur Senam
Honorarium  yang  diberikan  kepada  orang/kelompok  yang  ahli  dalam  olah
raga  senam  dalam  kegiatan/agenda  besar  daerah/SKPD  dengan  minimal
peserta 50 orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

12.9 Panitia
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/  Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan  kegiatan  Seminar/  Rapat/  Sosialisasi/  Diseminasi/Bimbingan
Teknis     /Workshop/     Sarasehan/Simposium/Lokakarya/     F`ocus     Group
Discussion/   Kegiatan   Sejenis   sepanjang   peserta  yang   menjadi   sasaran
utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD/1embaga lainnya/  pihak lain
serta   dilaksanakan   secara   langsung   (   offline).   Dalam   hal   pelaksanaan
kegiatan   Seminar   /Rapat/   Sosialisasi/   Disemiriasi/   Bimbingan  Teknis   /
Workshop/      Sarasehan      /      Simposium/      Lokakarya/      F`ocus     Group
Discussion/ Pelatihan/ Kegiatan  Sejenis yang memerlukan tambahan panitia
yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara
selektif  dengan  mempertimbangkan  urgensi,  dengan  besaran  honorarium
mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.  Jumlah panitia
yang  dapat  diberikan   honorarium  maksimal   10%   (sepuluh   persen)   dari
jumlah  peserta dengan  mempertimbangkan  efisiensi  dan  efektivitas.  Dalam
hal jumlah peserta kurang dari 40 ( empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

13.   Honorarium uasa Kon8ultan lndividu-Jasa Tenaga Ahli
Honorarium  dan  LJasa Tenaga Ahli/Tenaga  Profesional yang  memiliki
kompetensi    pada    bidangnya    masing-masing    dari    pihak    luar
Pemerintahan  Kabupaten  Rejang  Lebong,  dapat  dianggarkan  pada
kegiatan  yang  berkenaan  dalam  pembentukan  Tim  Teknis  Kegiatan
dengan      ketentuan      memiliki      jabatan      akademik/       sertifikat
keahliannya/rekomendasi      dari     lembaga     resmi     profesi     pada
bidangnya/tanda  bukti  pengalaman  pekerjaan  pada  keahlian  yang
dimilikinya.



14.   Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kal]upaten Rejang Lebong
Honorarium  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang  memenuhi  syarat  dan
diangkat   serta   diberhentikan   oleh   Sekretaris   DPRD   Kabupaten   Rejang
Lebong    atas    usul    Pimpinan    Fraksi    yang    membantu    Fraksi    dalam
melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Pelaksanaan  tugas  tenaga  ahli  F`raksi
harus   memiliki  keluaran  yang  jelas   sesuai  dengan  target  dan  indikator
kinerja  kegiatan  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan   ketentuan
memiliki      jabatan      akademik/       sertifikat      keahliannya      pada
bidangnya/tanda   bukti   pengalaman   pekerjaan   pada   keahlian   di
milikinya.

15.   Satuan Uang Pembinaan/.a8a/Bulan,  Uang Transport  Pelaksanaan Training
Center (TC|,  Uang Transport Dan .asa Wasit/Juri Per Pertandingan,  Bonus
Atlet/Pelatih  Kejuaraan  Nasional  (POPWIL  /POPNAS/  PERPANAS/POMNAS/
KFunRNAs)
15.1 Satuan Uang Pembinaan/Jasa/ Bulan

Uang pembinaan/jasa bulan bagi atlet/pelatih hanya dibayarkan pada saat
pelaksanaan program pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat
nasional/internasional   dalam   pembinaan   PPLP/    PPLPD/    SKO/    PPLM/
PPLMD/  Dub.

15.2 Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)
Uang  transport  pelaksanaan   training   center   (TC)   dibayarkan   pada   saat
atlet/pelatih  mengikuti  training center dalam  rangka  multi event  (POPWIL/
POPNAS/    PERPARPANAS/    POMNAS/    KEUURNAS)   antar   PPLP/    PPLPD/
SKO/  Dub).

15.3  Uang Transport Dan .a8a Wa8it/.uri Per Pertandingan
Uang transport dan jasa wasit/ juri per pertandingan dibayarkan pada saat
wasit/    juri    memimpin   pertandingan    multi    event    (POPWIL/    POPNAS/
PERPARPANAS/  POMNAS/  KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/  SKO/  Dub).

15.4 Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/
PERPANAS/POMNAS/ KRJURNAS)

Bonus       atlet/       pelatih       kejuaraan       nasional       (POPWIL/       POPNAS/
PERPARPANAS/      POMPNAS/      KRJURNAS)      diberikan     sebagai     bentuk
penghargaan  kepada atlet/  pelatih berprestasi yang telah  menyumbangkan
medali   (Emas,   Perak,Perunggu)   dalam   multi   event   (POPWIL/   POPNAS/
PERPARPANAS/  POMNAS/  KELURNAS antar PPLP/  PPLPD/  SKO/  Dub).

16.   Satuan   Biaya   Uang   Saku   Atlet,   Pelatih/Manager   mengihiti   kejuaraan
Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL /  POPNAS/PERPARPANAS/
POMNAS/ KRJURNAS antar PPLP / SKO
Satuan  biaya uang  saku  atlet,  Pelatih/  Manager  mengikuti  kejuaraan  nasional
tingkat  pelajar  dan  mahasiswa  (POPWIL/  POPNAS/  PERPARPANAS/  POMNAS/
KE`JURNAS  antar  PPLP/   PPLPD/   SKO),  merupakan  uang  saku  atlet,  pelatih/
manager  yang   dibayarkan   pada   saatmengikutikejuaraan   POPWIL/   POPNAS/
PERPARPANAS/   POMNAS/   KEUURNAS   antar   PPLP/   PPLPD/   SKO   di   tingkat
pelajar/  mahasiswa yang  merupakan  pelaksanaan  program  kalender  pengurus
besar induk cabang olahraga
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17.   Sewa Kendaraan Pelaksanaan lnsidentil
Satuan   biaya   yang   digunakan   untuk   perencanaan   kebutuhan   biaya   sewa
kendaraan   untuk   kegiatan   insidentil,    sedangkan   untuk   sewa   kendaraan
operasional    kantor   yang    memerlukan   jangka    waktu    bulan    atau    tahun
menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan
bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

18.   Satuan Biaya Uang Lembur Bagi ASN dan Nob ASH
Uang Lembur
Uang  lembur  merupakan  kompensasi  bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara yang
melakukan   kerja   lembur   berdasarkan    surat   perintah    dari    pejabat   yang
berwenang.   Sedangkan  uang  lembur  bagi  Pegawai  Non  Aparatur  Sipil  Negara
yang  melaksanakan  tugas  rutin  di  lingkungan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
(SKPD) antara lain satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang
melakukan   kerja   lembur   berdasarkan    surat   perintah    dari    pejabat   yang
bervenang.
Catatan :
satpam,  pengemudi,  petugas  kebersihan  dan  pramubakti  tidak  termasuk yang
melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak outsourcing.

Makan lembur
Uang makan  lembur diperuntukkan  bagi  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  setelah
bekerja  lembur  paling  kurang  2  (dua) jam  secara berturut-turut dan  diberikan
maksimal  1  (satu) kali per hari.

19.   Satuan Biaya Pengadaan PalEaian Dina8 (STEL)
Satuan   biaya   pengadaan   pakaian   dinas   merupakan   satuan      biaya   yang
digunakan   untuk   perencanaan   kebutuhan   biaya   pengadaan   pakaian   dinas
termasuk ongkos jahit yang meliputi :

19.1 Pakaian Kerja Dokter
Satuan bia.ya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja
di instansi pemerintah  dan diberikan paling banyak  1  (satu)  potong jas per
tahun ya.ng penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

19.2 Palraian Dina8 Perawat
Satuan  biaya  pakaian  dinas  perawat  diperuntukkan  bagi  perawat    yang
bekerja  di  instansi  pemerintah  dan  diberikan  paling  banyak  2  (dua)  setel
pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif

Pakainn Dinas Pegawai
Satuan   biaya   pakaian   dinas   pegawai   diperuntukkan   bagi   pegawai   dan
diberikan   paling   banyak   2    (dua)    setel   per   tahun   yang   penyediaannya
dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan
satuan kelja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
2)  dalam  hal  satuan  kelja  yang  pada  awal  pembentukannya  tidak  terdapat
ketentuan   yang   mewajibkan   penggunaan   pakaian   dinas   pegawai,   biaya
pakaian  dinas  pegawai  dapat  dialokasikan  setelah  memiliki  ijin  prinsip  dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Catatan:
Satuan  biaya  pakaian  dinas  pegawai  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan
Bupati  ini  diperuntukkan  untuk  pakalan  dinas  harian.   Dalam  hal  diperlukan
pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  atau
Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1.   PDL   dapat   diberikan   setinggi-tingginya   110°/o   (seratus   sepuluh   persen)   dari
satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2.  PDU  dapat  diberikan  setinggi-tingginya  200°/o  (dua  ratus  persen)  dari  satuan
biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

19.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/ i
Satuan    biaya   pakaian    seragam    mahasiswa/taruna   diperuntukkan    bagi
mahasiswa/    taruna   pada   pendidikan   kedinasan   di   bawah   kementerian
negara/1embaga tertentu dan diberikan paling banyak 2  (dua)  setel per tahun
yang  penyediaannya  dilaksanakan  secara  selektif,  dengan  ketentuan  sebagai
berikut:
1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan
satuan  kelja  mengenai kewajiban  penggunaan  pakaian  seragam  mahasiswa/
taruna; dan
2)  dalam  hal  satuan  kerja  yang  pada  awal  pembentukannya  tidak  terdapat
ketentuan   yang   mewajibkan   penggunaan   pakaian   seragam   mahasiswa/
taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/  taruna dapat dialokasikan setelah
memiliki   ijin   prinsip   dari   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi.

19.4 Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan dan Pramubalcti
Satuan biaya pakaian  kerja pengemudi,  petugas  kebersihan,  dan pramubakti
diperuntukkan  bagi  pengemudi,  petugas  kebersihan,  dan  pramubakti  yang
diangkat  berdasarkan  surat  keputusan  Bupati,  Sekretaris  Daerah,  Pengguna
Anggaran,  dan  dapat  diberikan  paling  banyak  2  (dua)  setel  per  tahun  yang
penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

19.5 Pakaian Kerja Satpam
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah
termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt
dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat
diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya
dilaksanakan secara selektif.
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LAMPIRAN 11    PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR             TAHUN 2022
TANG6AL                           2022

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No Uralan Satuan
B,ayaTA.2022'RD\

I 2 3 4

I. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR _pegaw_ai,Tahun

I   I     InvenfaTis  Kantor 80 000,-

12'PersonalKgprp_uter          _      ____    _    _______          __      _     _        _ llnilTahun 736  o6o  -

13    Printer Un'unlunl ahun 690 000,.

4-  I AC  Sp,,t ahun 610  000,-'1  5     Genset let)Ih   kecil  dari  50  KVA--   --
tITahun 7190 000,-

I  6    Gensel75  KVA UnUnuriuh tITahun 8 640 000.-

I  7    Genset  loo  KVA   -    -   - tITahun 10150  000,-

18     Ge-nset  125  KVA tITahun 10  780  000,-

1  ;I   Genset  150   KVA tITahun 13  26o  o66 .

I  lo   Genset  175  KVA UrntITahun I 4  8 I 0  000,-

I   11  . Genset 200  KVA Unl ahun
-     ,5_856'ooo,-

1   12   Genset 250  KVA U ahun 16  790  000  -

I  |3   Genset 275 KVA UUU VIahuntITahun I 7 760 000 -

I  14   Genset 300 KVA 20.960-000,-

i `15   -Ge-ns-et-350  KVA tITahun 22.960.000.-

I   I.6   Cienset 450  KVA U tITahun 25 620 000.-"1   1'; I-Genset  500  KVA
U |Tdhun 31  77o ooo.-

2. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM
2.I      MakeTi  Minum Kegiatan (pelakeanaaD  buhan dihotevtemi)al yang memiliki standar harga

sendiri)
Makan Rapat/Kegiatan OK 44 000'-

:"  " Snack Ra  at / Ke   latan OK 16  000  -

2.2      Makan Minum Kegiatan yang pelcksamannya dl hotel/ tempat yang memillkt   standar harga sendirl
agar menyesualkan dengan standar harga barang/jasa yang ada pada tempat tersebut (termasuk j ika
makan minum d isaj Ikon secara prasmanan)

3.
SATUAN BIAyA PERGANTIAN  INVENTARIS IAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS Pegawa,/

I  660 000,-
UNTUK PEGAWAI BARU Tahun

4. SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA
4.I     Program Diploma I, Ill,dan Diploma lv/Strata s I

a       BIayaHldupdan  Blayaoperaslonal OT 16 070  000  -

- Dlploma I-dan Dlploma Ill

- Diploma IV-Ea;-i-t-;a-ta I

b      Uang Buku d;r[ R-eferensi per Tahun
-_Dl _ 1o"  I OT 1  330 000,-

-  Dl   loma Ill OT 1  590'000  -

- Di   loma IV dan Strata I OT I  850  000  -

4 2     Pro  mmstrata 2/SP-I  dan strata 3/SP-2
a      Bia  aHidu    danBIaao     rasional

- Strata 2 dan S   eslalis  I OT 20 690 000 -
-Strata3  dan s     sialis2 OT 21  320  000,-

b      Uan    BukudanReferensl    erTahun
-Strata2dans     sialls  I OT 2120  000.-

• Strata 3 dan St)esialis 2 OT 2 380 000.-

5. SATUAN BIAyA SEWA MESIN FOTOKOPI
S  I      MesinFotoko   lAnalo 8 nrunlt 3  800 000 -

5.2      Mesin Fotokopl  DiEital Blnrunlt 5  000  000--

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL (KENDARAAN BERMOTOR)
61      Kendaraan  Dlnas pe aba` Ne  era

I        Kendaraan Bupati/Wakil Bupaltmimpman DPRD U ltITahun 41900  000,-35.'5'8'6"6'o'o'.-

::    f::::::: ::i:::: E::::: :i,                                ,r----i,,`iiAF UnitITahun 3 3 600 000,-

6.2    Kendaraan DmasQperasional                                                          \     urooR"    =\
1.       Keiidararm Roda2                                                                                                                                   I U iurahun 3 680 000 -

3       Kendaraan operasional Lapangan(DoubleGardam          L--~h-I-i.rT2.IK.endaraanRoda4
U iltITchu-n- 33  600 000 -

U ltITahun 36 230 000 -

i:     £:-::==:3i::I:JalanRnyaRoda4                __              ''|'====_I---6:k-e-nd-araanpatroliJalanRavaRoda2meslns/d250cc!i,_.\
U 'tITahun 37110 000  -

U
----h

76  I 80  000'-189ooooo.-L U I'tITahun

7. SATUAN  B]AYA PEMEL[HARAAN GEDUNG / BANGUNAN          '+  ----I ~-~-`IGedunBertinkatI(7lrtFa
M2ITahun 191000  -

.         e  un      i          etin    a                                                                 I           .  ~____.I-~_~
M2ITahun i'616oo---3.       Halaman cieduii!±/Banfunan Kantor

8. SATUAN BiAVA SBWA HOTEL pnRTEMUAN  RAPAT Dii
Untuk pelaksanaan  sewa hotel/ tempat yang memillkl   standar harga sendirl agar menyesualkan
dengan standar harea barana/iasa vane ada Dada temDat tersebut

9. Sewn Paldian Ada(
Oasan£ 600 000--9.I      Sewa F.akaian Adat  I  setelan prla dan wanita



PENJELASAN LAMPIRAN 11

Ketentuan  lampiran  11  dalam  Peraturan  Bupati  ini berfungsi  sebagai  estimasi yang tidak
dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan merupakan batasan nilai yang dapat
dilampaui  dalam  pelaksanaan  anggaran  yang  didukung  oleh  bukti  pertanggungjawaban
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.    sATu,EN BIAyA PEMELIIIARAAm SARAINA
KANIOR
Satuan  biaya  pemeliharaan  sarana  kantor  merupakan  indeks  satuan  biaya  yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang
inventaris  kantor  fyang  digunakan  langsung  oleh  pegawai,  khususnya  meja  dan
kursi)   ,  personal  computer/notebook,  printer,  AC  split,  dan  genset  agar  berada
dalam  kondisi  normal  (beroperasi  dengan  baik).  Untuk  biaya  pemeliharaan  genset
belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

2.    SATUAN BIAYA MAKAN MINUM
Makan  dan  snack  rapat/kegiatan  adalah  standar  biaya  untuk  makan  dan  snack
rapat/kegiatan yang pelaksanaannya bukan dihotel/tempat yang memiliki  standar
harga   sendiri.   Untuk   makan   dan   snack  rapat/kegiatan  yang  dilaksanakan   di
hotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan harga
yang  ada  pada  hotel  atau  tempat  tersebut  atau  mengikuti  buku  standar  harga
barang/jasa lainnya yang ada di daerah.

3.    SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU
Satuan  biaya  yang  digunakan  untuk  perencanaan  kebutuhan  biaya  penggantian
inventaris  lama  dan/atau  pembelian  inventaris  bagi  pegawai  baru.   Penggantian
inventaris    lama    digunakan    untuk    penggantian    meja    dan    kursi    pegawai,
pengalokasian  maksimal  loo/o  (sepuluh  persen)  dari jumlah  pegawai  dan  minimal
untuk  1  (satu)  orang  pegawai,  sedangkan  pengadaan  inventaris  bagi  pegawai  baru
disesuaikan dengan kebutuhan.

4.     SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA
Satuan   biaya   bantuan   beasiswa   dalam   negeri   merupakan   satuan   biaya  yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan  bantuan mahasiswa program gelar/non
gelar dalam negeri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS yang ditugaskan untuk
melanjutkan  pendidikan  diploma  I,  diploma  Ill,  diploma  IV  atau  starata I(S1),  dan
pendidikan pasca sarjana strata 2(S2) atau strata 3(S3) yang terdiri atas biaya hidup
dan    operasional,    uang   buku    dan    referensi.    Biaya   pelaksanaan    pendidikan
ditanggung oleh  pemerintah  secara at  cost,  sedangkan untuk  biaya  riset program
dapat dialokasikan dari bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

5.     SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotocopi
analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor,
sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN 0PERASIONAL (KENDARAAN BERMOTOR)
Satuan  biaya  pemeliharaan  dan  operasional  kendaraan  dinas  digunakan  untuk
mempertahankan kendaraan dinas agar tetap berada dalam kondisi normal dan siap
pakai sesuai dengan peruntukannya,  satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya



bahan bakar minyak, pelumas. Untuk pengurusan pajak daerah PKB/BEN-KB dan
SWDKLIJ tidak termasuk dalam satuan biaya di dalam Peraturan Bupati ini.

7.     SATUAN BLAYA PBMELIIIARAAN GEDUNG / BANGUNA)I
Satuan  biaya yang  digunakan  untuk  pemeliharaan  rutin  gedung  dengan  maksud
menjaga/ mempertahankan gedung/bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau
perbaikan  dengan  tingkat  kerusakan  kurang  dari  atau  sama  dengan  2%  (dua
persen).

8.     SATUAN BIAYA SERA HOTEL PERTEMUAN, RAPAT OIL
Saturn    biaya   yang   digunakan    untuk   perencanaan   kebutuhan    biaya   sewa
hotel/ruangan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat,
pertemuan, sosialisasi, seleksi/ ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang sejenis.

9.     SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT
Satuan  Biaya yang digunakan untuk perencanaan  kebutuhan  biaya sewa pakaian
adat dalam rangka acara kedaerahan maupun event-event daerah.

BUPATI RRIANG LEBONG
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LAMPIRAN Ill          :     PERATURAN BUPATI REUANG LBBONG
NOMOR              /                   TAHUN 2022
TANGGAL         /c)   F±brt{ar`-             2022

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAVAB MUTLAK
Nomor  : ............................

Kode dan Nana Satuan Kelja
Kode dan Nana Kegiatan

Yang  bertanda  tangan  dibawah  ini,  saya  selaku  Pengguna  Anggaran/
Kuasa Pangguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
atas     satuan     biaya     yang     digunakan     dalam     penyusunan     Standar
Bia.ya ................................................. *)  di  luar  Standar Biaya Tahun  Anggaran
2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.

Perhitungan  satuan  biaya  tersebut  telah  dilakukan  secara  profesional,
efisien,  efektif,  transparan,  dan  dapat  dipertanggunedawabkan,  dengan  data
pendukung dan tata cara perhitungan satuan biaya sebagaimana terlampir.

Demikian  Surat  Pemyataan  Tanggung Jawab  mutlak  ini  dibuat  untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................,. 11,,,~~~~ ,,,, \,\,,,``,`,.``` ......

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran

Pan8kat/Golongan
NIP................................

*) Diisi nania kegiatan yang menjadi Standar Biaya
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